BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 47 Tahun 2015

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

KABUPATEN BULUKUMBA
BUPATI BULUKUMBA,

bahwa dalam rangka peningkatan dan untuk efektifnya
Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Bulukumba dipandang perlu untuk menetapkan Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulukumba;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400)’

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Penerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bulukumba

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulukumba.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan dan/atau retribusi daerah Peraturan Perundang-
undangan.

Pajak Daerah adalah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan upah
secara lagqngsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar
besarnya kepentingngan rakyat.

Retribusi Jasa Usaha adala retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah Daerah dengan menganut prinsip- prinsip Komesial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pemugutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak dan retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selajutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat pemberitahuan Pajak daerah SPPT adalah Surat yang digunakan
untuk memberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.



14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang
digunakan untuk melakukan penyetoran

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan
daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendapatan
yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

(3) Sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana
tercantum pada lampiran [ dan II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan
pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
menjadi dasar perhitungan potensi dan target pajak dan retribusi Daerah yang
akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pendaftaran dan
Pendataan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sub Bidang Pendapatan.

(2) Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi
Daerah

(3) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) bertujuan untuk mengukur faktor yang dapat dasar pertimbangan
dalam menetapkan potensi dan target pajak dan retribusi daerah
Kabupaten Bulukumba.

(4) Pendataan sebagaimanan dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
membandingkan realisasi penerimaan Tahun sebelumnya.

Pasal 5

Pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan paling sedikit 2
(dua) kali setahun.

BAB III
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pajak Daerah

Pasal 6
(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



(2) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak
terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Bupati dengan
menggunakan:
a.SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
b.SPPT.

(3) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak
terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:

a. SPPD;
b. SKPD Kurang Bayar (SKPDKB); dan/atau
c. SKPD Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Bagian Kedua
Retribusi Daerah

Pasal 7

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 8

(1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2)
merupakan benda berharga sebagai tanda bukti pembayaran dalam
melakukan pemungutan retribusi daerah.

(2) Benda Berharga dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diserahkan oleh
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB IV
PENAGIHAN

Pasal 9

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

BAB V
PENYETORAN

Pasal 10

(1) Seluruh uang hasil tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetor
langsung ke Kas Daerah atau melalui pembantu Bendahara Penerima yang
ditunjuk dan disetor 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari
Pihak Jasa Ketiga yang melakukan Penagihan.

(2) Penyetoran uang Ke Rekening Kas Daerah atau Pembantu Bendahara yang
ditunjuk dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari Bank
yang ditunjuk yang bertindak sebagai Keuangan Kas Umum Daerah.



BAB V
PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN BARANG BERHARGA

Pasal 11

(1) Barang berharga/ barang kuasi sebagaimana pasal 8 ayat (1) hanya dicetak

(2)

(3)

oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyampaikan
permohonan barang kuasi Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan kebutuhan untuk 1 (satu ) bulan.

Barang kuasi yang telah diterima oleh SKPD menjadi kewajiban untuk
menyetor dalam bentuk uang sesuai nilai nominal karcis yang diterima.

(4) Potongan Barang Kuasi yang harus disetor kembali ke Dinas Pengelolaan

(1)

Keuangan Daerah pada saat mengajukan permintaan tambahan barang
kuasi.

Pasal 12

Setiap SKPD yang telah menerima  minimal sekali pertiga bulan
melakukan Rekonsiliasi dengan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Bukti Rekonsiliasi dibuatkan dalam berita acara Rekosiliasi dan
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, bendahara
barang Kuasi dan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah

Barang kuasi yang tidak terpakai sampai berakhirnya Tahun Anggaran
harus disetor kembali Ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

BABV
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 13

Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang
yang menjadi tanggung jawabnya

Bendahara Penerima SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawaban penerimaan paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur
hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.



Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan Peraturan Buoati ini
dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada Tanggal 05 Juni 2015

BUPATI BULUKUMBA

ZAINUDDIN.H

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 05 Juni 2015

SEKRETARIAT DAERAH

A.B AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 47 TAHUN 2015

TANGGAL : 05Jduni 2015

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
1. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan untuk Wajib Pajak baru dengan Cara
Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) terdiri dari:
a.Pendaftaran terdiri dari:
1) Menyiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak;
2) Mengirimkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat
dalam Daftar Formulir Pendaftaran;
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran Wajib
Pajak yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :
a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam
Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan
dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar
Wajib Pajak per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD;
b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

b. Pendataan terdiri dari:
1) Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD);
2) Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak
setelah dicatat dalam Daftar SPTPD;
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD)
yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :
a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam
Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;
b) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan
lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi
4) Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses

Penetapan.
c. Formulir / Kartu dan Daftar yang dipergunakan adalah :
1) Formulir / Kartu terdiri dari:

a) Formulir Pendaftaran;
b) Formulir SPTPD;
c) Kartu Data;
d) Kartu NPWPD;
2) Daftar terdiri dari:
a) Daftar Formulir Pendaftaran;
b) Daflar SPTPD;
c) Daftar Induk Wajib Pajak;
d) Daftar WP per Golongan.

2. Kegiatan Pendaftaran dengan Cara Dibayar Sendiri (Self Assesment) terdiri

dari:

a. Menyiapkan Formulir Pendaftaran;

b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat
dalam Daftar Formulir Pendaftaran;

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran yang telah
diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi Kuasa:
1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar

Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tangga! penerimaan dan



selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib
Pajak per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD;

2) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

d. Formulir/Kartu dan Daftar yang dipergunakan adalah :'

1) Formulir terdiri dari :
a) Formulir Pendaftaran;
b) Kartu NPWPD;

2) Daftar terdiri dari:
a) Daftar Formulir Pendaftaran;
b) Daftar Induk Wajib Pajak;
c) Daftar Wajib Pajak per Golongan;

3. Kegiatan Pendataan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official

Assesment) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari:

a. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) berdasarkan Daftar Wajib
Pajak;

b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak setelah
dicatat dalam Daftar SPTPD;

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan yang telah
diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa :

1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar
Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikem-balikan
kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

d. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses
Penetapan;

e. Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari:
a) Formulir SPTPD
b) Kartu Data

2) Daftar SPTPD

4. Kegiatan Pendataan dengan Cara Dibayar Sendiri (Self Assesment) untuk
Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari:
a. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD);
b. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD)
yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa:
1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar
SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan;
2) Apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak
untuk melengkapi.
c. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data dan ke dalam Daftar
SPTPD Wajib Pajak Self Assesment;
d. Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) Formulir SPTPD;
b) Kartu Data;
2) Daftar terdiri dari :
a) Daftar SPTPD;
b) Daftar SPTPD Wajib Pajak Self Assesment;

B. PENETAPAN.
1. Prosedur penetapan pajak daerah berdasarkan surat ketetapan pajak
(official assessment):
a. Berdasarkan Kartu Data, Seksi Pendataan dan Penetapan membuat
Nota Perhitungan Pajak Daerah;
b. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah, diterbitkan SKPD atau
SKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat



ditemukannya data baru dan mencatatnya ke dalam Daftar
SKPD/SKPDT;

c. SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan dan
Daftar SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendataan dan
Penetapan dan disiapkan tanda terimanya.

d. Seksi Pendataan dan Penetapan menyerahkan SKPD/SKPDT kepada
Seksi Penagihan untuk disaampaikan kepada wajib pajak. Setelah Asli
SKPD/SKPDT diterima wajib pajak dan tanda terima ditandatangani,
Seksi Seksi Pendataan dan Penetapan mengarsipkannya,;

e. Apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan
Pajak Daerah (STPD).

2. Prosedur penetapan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self
assesment):

a. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terhutang berdasarkan SPTPD,
dicatat dalam Kartu Data;

b. Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain,
Seksi Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak dengan cara
menghitung jumlah pajak terhutang dan jumlah kredit pajak yang
diperhitungkan dalam Kartu Data;

c. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah tersebut dibuat surat
ketetapannya yaitu:

(1) Jika Pajak terhutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

(2) Jika tidak terdapat selisih antara pajak terhutang dan kredit pajak,
maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

(3) Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat
ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

(4) Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

d. Setelah pembuatan surat ketetapan selesai, dicatat dalam Daftar Surat
Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB);

e. Surat Ketetapan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas
nama Kepala DPKD, dan Daftar Surat Ketetapan tersebut
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan [. Surat Ketetapan
(SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT) dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi
sebagai berikut: 30 (1) Asli untuk wajib pajak; (2) Tembusan masing-
masing untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Seksi Penagihan, dan
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan (P3); (3) Arsip.

f. Seksi Penetapan mendistribusikan tembusan SKPDKB, SKPDN, dan
SKPDKBT kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan Asli SKPDKB, SKPDN,
dan SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda
terimanya;

g. Setelah SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT Asli diterima wajib pajak dan
tanda terima telah ditandatangani, Seksi Penetapan mengarsipkannya;

3. Formulir dan Daftar/ Buku yang dipergunakan adalah :

a. Formulir terdiri dari:

1) Surat Teguran untuk memasukan SPTPD;

2) Kartu Data;

3) Laporan Pemeriksaan;

4) Nota Perhitungan Pajak Daerah;

5) SKPD;
6) SKPDT;
7) SKPDN;
8) SKPDKB;

9) SKPDKBT;



10) STPD;
11) SKPDLB;

b. Daftar terdiri dari:

1) Daftar Surat Ketetapan;
2) Daftar Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD/SPTRD;

C. KEGIATAN PENYETORAN.
1. Kegiatan Penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) terdiri
dari:

a.

b.

BKP menerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan
media SSPD;
Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai
SKPD dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan;
Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan Register atau dicap,
dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis
melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
BKP menyetorkan Uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai
Bukti Setoran Bank;
BKP secara Periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditanda tangani oleh Kepala
DPKD;
Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formuiir terdiri dari:
a. SSPD;
b. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang;
2) Buku terdiri dari :
a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
b. Buku Kas Umum;

2. Kegiatan Penyetoran melalui Kas Daerah terdiri dari:
a. Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai dengan media

b.

Surat Ketetapan dan media penyetoran SSPD dan Bukti Setoran Bank;
Selanjutnya setelah SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas
Daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan Bukti Setoran Bank
diserahkan kembali ke Wajib Pajak; 2 (dua) lembar tindasan SSPD
dikirim oleh Kas Daerah ke BKP DPKD yang dilampiri Bukti Setoran
Bank;

BKP, setelah menerima media penyetoran yang telah dicap oleh Kas
Daerah dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan
Sejenis melalui Kas Daerah dan Selanjutnya dibukukan dalam Buku
Kas Umum;

. BKP secara periodikal (bulanan) membuat Laporan Realisasi Penerimaan

dan Penyetoran Uang yang ditanda tangani oleh Kepala DPKD dan

mendistribusikan:

1) Lembar SSPD yang telah ditanda tangani/dicap Kas Daerah kepada
Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan;

2) Lembar Buku Pembantu Penerimaan Sejenis kepada Unit Kerja
Pembukuan dan Pelaporan, Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja
Pendataan;

3) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada Kepala
Daerah, Kepala DPKD, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian
Operasional

Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari:

a. SSPD;
b. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang



2)Buku terdiri dari
a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;dan
b. Buku Kas Umum.

BUPATI BULUKUMBA

ZAINUDDIN.H



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 47 TAHUN 2015

TANGGAL : 05 Juni?2015

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN.

1. Kegiatan pendaftaran dan pcndataan dengan cara penetapan Kepala
Daerah untuk Wajib Retribusi baru.
a.Pendaftaran terdiri dari:

1) Mengirimkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Retribusi setelah
dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;

2) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran Wajib
Retribusi yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi
kuasa:

a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam
Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanggal penerimaan dan
selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi, Daftar
Wajib Retribusi per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWRD;

b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya
dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.

b.Pendataan terdiri dari:

1) Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD);

2) Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTRD) kepada Wajib Retribusi
setelah dicatat dalam Daftar SPTRD;

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTRD)
yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa :

a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam
Daftar Formulir Pendataan (SPTRD) diberi tanda dan tanggal
penerimaan;

b) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTRD) dan
lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk
dilengkapi.

4) Mencatat data Retribusi Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses
Penetapan.

c.Formulir/Kartu dan Daftar yang dipergunakan adalah:

1) Formulir/Kartu terdiri dari:

a) Formulir Pendaftaran;

b) Formulir SPTRD;

c) Kartu Data;

d) Kartu NPWRD;

2) Daftar terdiri dari:

a) Daftar Formulir Pendaftaran;

b) Daftar SPTRD;

c) Daftar Induk Wajib Retribusi;

d) Daftar Wajib Retribusi per Golongan;

2. Pendataan dengan cara Penetapan Kepala Daerah untuk Wajib Retribusi
yang sudah memiliki NPWRD:
a.Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
1) Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD) berdasarkan Daftar Wajib
Retribusi;
2) Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTRD) kepada Wajib Retribusi
setelah dicatat dalam Daftar SPTRD;
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir Pendataan (SPTRD)
yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau yang diberi Kuasa :



a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam
Daftar SPTRD diberi tanda, dan tanggal penerimaan;
b) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTRD) dikembalikan
kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
4) Mencatat data Retribusi Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses
Penetapan.

b.Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari :
c) Formulir SPTRD;
d) Kartu Data.

2) Daftar SPTRD.

B. PENETAPAN.
1. Kegiatan Penetapan terdiri dari :

a.
b.

f.

Membuat Nota Perhitungan Retribusi Daerah atas dasar Kartu Data;
Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja yang membidangi
Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Retribusi Daerah
selesai;

. Menerbitkan SKRD/SKRDT jika terdapat tambahan obyek Retribusi

yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota
Perhitungan Retribusi Daerah dan membuat Daftar SKRD/SKRDT;

. SKRD/SKRDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas

nama Kepala DPKD dan Daftar SKRD/SKRDT ditanda tangani oleh Unit
Kerja yang membidangi Penetapan.

. Menyerahkan copy Daftar SKRD/SKRDT kepada Unit Kerja yang

membidangi Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja yang membidangi
Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendafian Operasional (P20);
Menyerahkan  SKRD/SKRDT kepada Wajib Retribusi dengan
memberikan tanda terima;

2. Kegiatan Penetapan secara Jabatan terdiri dari:

a.

b.

Membuat Nota Perhitungan Retribusi atas dasar Kartu Data dari hasil
pemeriksaan dan atau keterangan lain:

Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendataan setelah
pembuatan Nota Perhitungan Retribusi Daerah selesai;

. Menerbitkan SKRD atas Dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah dan

membuat Daftar SKRD;

.SKRD ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama

Kepala DPKD dan Daftar SKRD ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja
Penetapan dan disiapkan Tanda Terimanya,;

. Menyerahkan copy Daftar SKRD kepada Unit Kerja Pembukuan

Penerimaan, Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan
Pengendalian Operasional (P20);

Menyerahkan kepada Wajib Retribusi berupa SKRD dan tanda terimanya
kemudian WR menandatangani tanda terima tersebut;

. Apabila SKRD yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dapat
memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
tiap bulan dengan menerbitkan STRD.

3. Formulir dan Daftar/Buku yang dipergunakan adalah :

a.

b.

Formulir terdiri dari:

1) Kartu Data;

2) Laporan Pemeriksaan;

3) Nota Perhitungan Retribusi Daerah;
4) SKRD;

5) SKRDT;

6) STRD.

Daftar Surat Ketetapan.



C. KEGIATAN PENYETORAN.
1. Penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP):
a.Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) BKP menerima Surat Ketetapan disertai uang dengan media
penyetoran SKRD/SKRDT;

2) Selanjutnya setelah media penyetoran tersebut divalidasi/dicap
aslinya disertai Surat Ketetapan dikembalikan ke Wajib Retribusi
bersangkutan,;

3) Berdasarkan media setoran yang telah divalidasi dengan Register atau
dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan
Sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas
Umum;

4) BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai
Bukti Setoran Bank;

5) BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Realisasi
Penerimaan

6) dan Penyetoran Uang yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

7) Mendistribusikan:

a. Media setoran yang telah divalidasi ke Unit Kerja Pembukuan
Pelaporan;

b. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Unit Kerja Pembukuan
dan Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pendataan;

c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang ke Kepala
Daerah, Kepala DPKD, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian
Operasional;

d. Buku Kas Umum ke Kepala Daerah.

(8) Formulir dan Buku yang dipcrgunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari :

a. SKRD;
b. SKRDT;
c. SSRD;
d. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang.
2) Buku terdiri dari:
a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
b. Buku Kas Umum.

(9) Penyetoran melalui Kas Daerah.

a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1) Kas Daerah menerima uang dari Wajib Retribusi disertai
dengan media Surat Ketetapan dan Media penyetoran
SSRD, SKRD/SKRDT dan Bukti Setoran Bank;

2) Selanjutnya setelah media penyetoran ditanda tangani dan
dicap oleh Pejabat Kas Daerah, maka asli dari media
penyetoran dan Bukti Setoran Bank diserahkan kembali ke
Wajib Retribusi;

3) 2 (dua) lembar tindakan media penyetoran dikirim oleh
Kas Daerah ke BKP DPKD yang dilampiri Bukti Setoran
Bank;

4) BKP setelah menerima media penyetoran yang telah dicap
oleh Kas Daerah dicatat dan dijumlah dalam Buku
Pembantu Penerirnaan Sejenis melalui Kas Daerah dan
Selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

5) BKP secara Periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan

Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditanda
tangani oleh Kepala DPKD;

6) Mendistribusikan :

a. Media Setoran yang telah ditanda tangani/dicap Kas
Daerah kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan;



b. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis kepada Unit Kerja
Pembukuan dan Pelaporan dan Unit Kerja Penagihan
dan Unit Kerja Pendataan;

c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang
kepada Kepala Daerah, Kepala DPKD, Unit Kerja
Perencanaan dan Pengendalian Operasional,

d. Buku Kas Umum kepada Kepala Daerah.

7) Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari :
a. SKRD;
b. SKRDT;
c. SSRD;
d. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang
2) Buku terdiri dari:
a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK -10);
b. Buku KasUmum(BK-II).

D. ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.
1. Angsuran Pembayaran.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Menerima Surat Permohonan Angsuran dari WR;

2) Mengadakan Pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian
Perjanjian Angsuran oleh Kepala DPKD;

3) Membuat Surat Perjanjian Angsuran yang ditanda tangani oleh WR dan
Kepala DPKD dan membuat Daftar Perjanjian Angsuran;

4) Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran dan Daftar Surat Perjanjian
Angsuran kepada unit-unit lain yang terkait.

b. Formulir dan Buku/ Daftar yang digunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari:

a) SSRD;

b) Surat Permohonan Angsuran;

c) Surat Perjanjian Angsuran;

d) Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran;

2) Buku/ Daftar terdiri dari:

a) Buku Register Permohonan Angsuran;
b) Daftar Surat Perjanjian Angsuran.
2. Penundaan Pembayaran.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1) Menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib
Retribusi kepada DPKD melalui Unit Kerja Penetapan;

2) Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian

Persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kepala DPKD;

3) Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditanda
tangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala DPKD dan membuat Daftar
Persetujuan Penundaan;

4) Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan dan Daftar Persetujuan

Penundaan kepada unit-unit lain yang terkait.

b. Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) Surat Permohonan Penundaan Pembayaran;
b) Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
c) Surat Penolakan Penundaan Pembayaran.

2) Buku /Daftar terdiri dari:

a) Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran;
b) Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran.

E. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN.
1. Pembukuan Penetapan.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
1) Mencatat kedalam Buku Jenis Retribusi masing-masing pada kolom



penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SKRD/SKTRDT dan Daftar
STRD;

2) Mencatat kedalam Buku Wajib Retribusi sesuai dengan NPWRD dari
WR masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar
SKRD/SKRDT dan STRD;

3) Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi
nomor unit file.

b. Formulir dan Daftar/ Buku yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari:
a) SKRD;
b) SKRDT;
c) STRD.

2) Daftar / Buku terdiri dari:
a) Daftar Surat Ketetapan;
b) Buku Jenis Retribusi;
c) Buku Wajib Retribusi.

2. Pembukuan Penerimaan.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Mencatat ke dalam Buku Jenis Retribusi masing-masing pada kolom
Penyetoran yang tersedia atas dasar:

a) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
b) Daftar Bukti Pemindahbukuan.

2) Mencatat kedalam Buku Wajib Retribusi sesuai dengan NPWRD dari
Wajib Retribusi masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia
atas dasar Validasi dari SKRD/SKRDT/SSRD dan  Bukti
Pemindahbukuan;

3) Mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan
member nomor unit file.

b. Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari :

a) SKRD;

b) SKRDT;

c) SSRD;

d) Bukti Pemindahbukuan.

2) Buku terdiri dari :

a) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
b) Daftar Bukti Pemindahbukuan.
3. Pelaporan.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis
Retribusi Daerah atas dasar Buku Jenis Retribusi yang telah
dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya;

2) Membuat Daftar Tunggakan per Wajib Retribusi atas dasar Buku Wajib
Retribusi yang telah dijumlah dari kolom Penetapan dan
Penyetorannya;

3) Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah atas dasar
Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Retribusi dan
Daftar Tunggakan per Wajib Retribusi;

4) Mengajukan Laporan Realisiasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada
Kepala DPKD untuk ditanda tangani;

5) Menyerahkan Laporan Realisiasi Penerimaan Pendapatan Daerah
beserta Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis
Retribusi, Daftar Tunggakan per Wajib Retribusi kepada :

a) Kepala Daerah;
b) Kepala DPKD;
c) Satu copy diberikan kepada Unit Kerja Perencanaan dan
Pengendalian Operasional.
b. Fomulir dan Daftar/Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.



2) Daftar Buku terdiri dari :
a) Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Retribusi;
b) Daftar Tunggakan per Wajib Retribusi;
c) Buku Jenis Retribusi;
d) BukuWajib Retribusi.

F. KEBERATAN.
Penyelesaian Keberatan. :
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari

1) Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi;

2) Meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Retribusi, setelah
dilakukan penelitian kern ball dan bila perlu dilakukan pemcriksaan,
dibuat Laporan Hasil Penelitian;

3) Penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas AJKT dan
dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau
ditolak;

4) Menyampaikan berkas keberatan Wajib Retribusi disertai
pertimbangan Kepala DPKD kepada Kepala Daerah untuk pembuatan
keputusan, baik penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang
diajukan oleh Wajib Retribusi tersebut;

5) Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah
atas permohonan keberatan, berupa Surat Keputusan Penolakan
Keberatan, apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan
Keberatan apabila permohonan diterima;

6) Penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Retribusi.

b. Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) SKRD;
b) SKRDT;
c) Laporan Hasil Penelitian Kembali;
d) Surat Keputusan Penolakan Keberatan;
e) Surat Keputusan Keberatan;
f) Surat Permohonan Keberatan;
g) SKRDLB.

2) Buku terdiri dari:

a) Buku Register Penerimaan Surat Keberatan;
b) Buku Register Surat Keputusan Keberatan.

G. PENAGIHAN.
Penagihan dengan Surat Teguran.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
1) Membuat Daftar Surat Teguran Wajib Retribusi 7 (tujuh) hari setelah
batas tanggal waktu jatuh tempo pembayaran;
2) Menerbitkan Surat Teguran;
3) Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi
yang bersangkutan.
b. Formulir dan Buku/ Daftar yang dipergunakan adalah :
1) Surat Teguran.
2) Buku / Daftar terdiri dari :
a) Daftar Surat Ketetapan;
b) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
c) Buku Kendali;
d) Daftar Surat Teguran/Surat Paksa.

H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.
1. Tahapan Kegiatan terdiri dari:
a. Menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Retribusi lalu melakukan pemeriksaan kelapangan tempat Wajib Retribusi



dan selanjutnya membuat Laporan Pemeriksaan, ditanda tangani oleh

Petugas dan Wajib Retribusi;

b. Mencatat ke Kartu Data selanjutnya diserahkan kepada Unit
Penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan Kelebihan
Pembayaran Retribusi;

c. Memperhitungkan dengan Hutang/Tunggakan Pajak yang lain, apakah
punya hutang Retribusi atau tidak dan dibuat Nota Penghitungan,;

d. Setelah diperhitungkan dengan hutang Retribusi yang lain ternyata
kelebihan pembayaran Retribusi, kurang/pas dengan hutang
Retribusinya tersebut, maka menerima Bukti Pemindahbukuan, sebagai
bukti pembayaran/kompensasi dengan Retribusi terutang dimaksud,
karenanya SKRDLB tidak diterbitkan;

e. Apabila hutang retribusi setelah diperhitungkan/dikompensasikan
dengan kelebihan pembayaran Retribusi ternyata lebih, maka Wajib
Retribusi akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan sebagai bukti
pembayaran kompensasi dan SKRDLB harus diterbitkan;

f. Setelah menerima SKRDLB dari Unit Kerja Penetapan dan diproses
untuk penerbitan SPMKRD ditanda tangani oleh Kepala Daerah;

g. Kas Daerah mengembalikan Kelebihan Pembayaran retribusi sesuai
SPMKRD dengan menerbitkan SPMU.

2. Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Daerah;
b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar;
c) Bukti Pemindahbukuan;
d) Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi Daerah (SPMKRD).
2) Daftar SPMKRD.

I. PENGADAAN/PENYEDIAAN BENDABERHARGA.
1. Pengadaan Benda Berharga oleh DPKD.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
1) Permintaan Pembelian Benda Berharga;
2) Pesanan (order) pembelian Benda Berharga;
3) Penerimaan Benda Berharga.
b. Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) Surat Permintaan Pembelian Benda Berharga;
b) Tanda Terima Benda Berharga;
c) Order Pembelian Benda Berharga;
d) Berita Acara Penerimaan Benda Berharga;
e) Kartu Persediaan Benda Berharga Gudang.
2) Buku terdiri dari:
a) Buku Permintaan Pembelian dan Order Pembelian;
b) Buku Order Pembelian.
2. Penyediaan Benda Berharga UKT.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
1) Permintaan Benda Berharga.
Membuat Surat Permintaan Benda Berharga UKT ditujukan ke Sub
Unit Pembukuan Persediaan, Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan
DPKD;
2) Persetujuan Pennintaan Benda Berharga.
Surat permintaan Benda Berharga UKT yang telah disetujui oleh
Kepala DPKD diserahkan kepada Bendaharawan Khusus Benda
Berharga;
3) Pelaksanaan Perforasi.
Melaksanakan perforasi sesuai dengan kode pengaman yang telah
ditentukan;
4) Penerimaan Benda Berharga.



UKT menandatangani Berita Acara Serah Terima benda Berharga
setalah Benda Berharga diterima sesuai dengan Bukti Pengeluaran
Benda Berharga.
b. Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) Surat Permintaan Benda Berharga UKT;
b) Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPKD;
c) Berita Acara Serah Terima Benda Berharga;
d) Kartu Persediaan Benda Berharga per jenis;
e) Kartu Persediaan Benda Berharga per UKT;
f) Kartu Persediaan Benda Berharga Gudang.
2) Buku Permintaan Benda Berharga.

J. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN.
1. Pemungutan.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
1) Operasi Pemungutan:
a) Petugas Pemungut setiap hari melakukan pemungutan ke masing-
masing Wajib Retribusi dengan menyerahkan lembar Benda
Berharga sesuai dengan beban Retribusi;
b) Petugas Pemungut menerima uang hasil pemungutan;
c) Petugas Pemungut setiap hari menyerahkan wuang faasil
pemungutan dan bonggol Benda Berharga ke UKT.
2) Laporan Pemungutan dan Penyotoran Uang :
a) UKT tiap hari menerima uang hasil pemungutan dan bonggol
Benda Berharga;
b) UKT tiap hari membuat Laporan Pemungutan dan Penyetoran 5
lembar;
c) Koordinator Pemungut menyerahkan Laporan Pemungutan dan
Penyetoran beserta uang hasil pemungutan kepada BKP DPKD;
d) UKT mencatat ke Buku Harian UKT.
b. Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) TandaTerimaUKT;
b) Laporan Pemungutan dan Penyetoran UKT.
2) Buku terdiri dari:
a) Buku Harian UKT;
b) Buku Harian Petugas Pemungut.
2. Penyetoran Uang Hasil Pemungutan ke Kas Daerah.
a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) BKP DPKD menerima Laporan Pemungutan dan Penyetoran uang
dari UKT;

2) BKP DPKD menjumlahkan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis
secara harian;

3) BKP DPKD mencatat Buku Pembantu Penerimaan Sejenis pada
kolom penerimaan pada Buku kas Umum yang dibuat 2 (dua)
lembar;

4) BKP DPKD tiap hari menyetor uang hasil pemungutan ke Kas
Daerah dengan membuat Bukti Setor Bank;

5) Kas Daerah menerima penyetoran uang hasil pemungutan
kemudian menanda tangani dan menyerahkan Bukti Setor Bank;

6) BKP DPKD atas dasar Bukti Setor Bank yang diterima dari Kas
Daerah mencatat kedalam kolom penyetoran Buku Kas Umum;

7) BKP DPKD tiap akhir bulan menjumlah Buku Kas Umum kemudian
membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran uang dan
menyerahkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang
ke Kepala Daerah serta Buku Kas Umum.

b. Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang;



b. Laporan Pemungutan dan Penyetoran LTKT.
2) Buku terdiri dari :

a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;

b. Buku Kas Umum.

K. PEMBUKUAN PENERIMAAN DAN PERSEDIAAN BENDA BERHARGA.

1. Kegiatan Pembukuan Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga oleh
DPKD.
a. Pembukuan Buku Retribusi perjenis.
Sub Unit Pembukuan Penerimaan, menyiapkan Laporan Pemungutan dan
Penyetoran UKT dan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
b. Pembukuan Kartu Persediaan Benda Berharga perjenis.
Sub Unit Pembukuan Persediaan, menyiapkan Tanda Terima Benda
Berharga, kemudian mencatat ke Kolom masuk pada Kartu Persediaan
Benda Berharga dan menyiapkan Bukti Pengeluaran/ Penerimaan Wajib
Retribusi kemudian mencatat ke kolom keluar pada Kartu Persediaan WR
perjenis;
c. Pembukuan Kartu persediaan per UKT.
Sub Unit Pembukuan, Persediaan menerima Bukti Pengeluaran Benda
Berharga DPKD;
d. Pembukuan Kartu Persediaan Benda berharga:
a). Bendahawaran Khusus Benda berharga, menyiapkan Tanda
terima Benda berharga;
b). Bendaharawan Khusus Benda Berharga menyiapkan Bukti
Pengeluaran Benda Berharga DPKD;
c). Setiap akhir bulan Kartu Persediaan Benda Berharga dijumlah
oleh Bendaharawan Khusus Benda Berharga.
e. Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) Tanda Terima Benda Berharga;
b) Bukti Pengeluaran Pengambilan Benda Berharga DPKD;
c) Laporan Pemungutan dan Penyetoran UKT;
d) Kartu Persediaan Benda Berharga per jenis;
e) Kartu Persediaan Benda Berharga per UKT;
f) Kartu Persediaan Benda Berharga.
2) Buku terdiri dari
a). Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
b). Buku Jenis Retribusi.

2. Kegiatan Pembukuan Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga oleh

UKT.
a. Pembukuan Penerimaan
Pembukuan UKT, menyiapkan Laporan Pemungutan dan Penyetoran
uang serta Tanda Terima UKT kemudian menjumlahkan;
b. Pembukuan Kartu Persediaan Benda Berharga per jenis.
a) Pembukuan menyiapkan Bukti Pengeluaran Benda Berharga
DPKD;
b) Pembukuan menyiapkan Bukti Pengeluaran/pengambilan Benda
Berharga UKT;
c) Pembukuan setiap bulan menjumlah Kartu Persediaan Benda
Berharga per jenis.
c. Pembukuan Kartu Persediaan Benda Berharga UKT.
a). Menyiapkan Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPKD;
b).Menyiapkan Bukti Pengeluaran/pengambilan Benda Berharga
UKT;
c). Setiap Bulan, Kartu Persediaan Benda Berharga dijumlah.



d). Formulir dan Buku yang dipergunakan adalah :
1) Formulir terdiri dari:
a) Bukti Pengeluaran Benda Berharga DPKD;
b) Tanda Terima UKT;
c) Laporan Pemungutan dan Penyetoran UKT;
d) Kartu Persediaan Benda Berharga per jenis;
e) Kartu Persediaan Benda Berharga.
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